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Gagasan beras berkelanjutan didssar paca kenyatean baha day
kg Tingkungan, lahan, sumberdaya manisic, gan kebijakan: belam
mya merjamin feberangsungar produst beres gura
angan. Selama ini, upaya memperkuat sekor
erasan telah diupayakan oleh banyak pihak. Namun, penguatan
seklor_patberasan lerseout fokusnya. masih ‘sebatss, peningiatan
produksi. Sektor perberasan juga harus dikelola dalam kerangka
Folla yang- bait Cengan phnppineip. kesetaran dan keiniraan,
akuntabiltas dan transparansi,_penghormatan terhadap_hukum dani
perundangan yang adi, partisipasi darl semua pihak, serla bebas Korupsi
dan pemburu antai ekonomi

Kegiatan et standar buddaya beras berkelanutan il diakukan sebagal
yakni dorongan

mitraan _ beras

hal penting adalah mengetahul bagaimana

a yang diharapkan oleh calon mitra. Dengan begitu,

Kegatan rsetin|membert kemantaatan bag) petani Maupun pejok Usah
untukmenetapkan bagaimana standarisasi budidaya beras dapat

n pertimbangan atau masukan b
sunan national interpretation guideline SRP dalam forum national
working group (NWG)
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a 4 Juli 2024 lalu, diseminasi kajian_prakt
buddoya beras kiﬂ‘rke\amu(an dilakukan- oleh team
di Kab. Boyolall

Diseminasi kajian _dihadiri _oleh barbagal pihak
diantaranya; dinas ketahanan pangan,

dinas PSDA, asosiasi petani organik "oyl (PGB,
dan petani lokal Boyolali

Secara keseluruhan, prakik beras berkelanjutan di Kab. Boyolali
sudah dianggap cukup berkelanjutan dengan beberapa aspek,
seperti penggunaan’ input kimia yang perlahan mulai
ditinggalkan

Adapun temuan lainnya adalah kurang layaknya infrastruktur
yang mendukung pertanian, seperti rusaknya beberapa saluran
irigasi, kurangnya upaya regenerasi petan, dan keterbatasan
permodalan petani



Hasil Riset menunjukkan, bahwa seluruh
responden petan berada i atas usia 39
tahun, dengan rentang usia 48 -
tahun’ yang menunjukkan  rendahnya
regenerasi petani di wilayah tersebut.

Dalam sesi diskusi,_beberapa peserta menyoroti rendahnya
regenerasi petani di wilayahnya.

“Generasi_millenial butuh permainan baru. Kelau_disodorkan
teknologi orang tua, itu bukan teknologi, tapi barang antik. Mereka
butuh_pertanian yang menyenangkan dan menghasikan cuan.
Faktanya, sepert itu, sedikit petani muda. Organik juga butuh
teknologi”. -Kris, Desa Krasak

Hasil ini didukung pula oleh laporan BPS Kab. Boyolali, bahwa
hanya sebesar 13% petani millenial yang terdapat di Kab. Boyolali
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dalam
mendorong _regenerasi _petani, sebab  berpengaruh pada
pembangunan pertanian di masa depan.



Dalam aspek permodalan, mayoritas petani (83%) meiliki
permodalan yang terbatas untuk menjalankan usahatani pad
Permodalan ini diperolehnya hanya dengan dana pribadi

Aspek permodalan menjad hal yang Kiusial, sebab dengan
keterbatasan permodalan, maka seseorang akan sulit dalam
menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Kendala dan tantangan pertanian di Kab. Boyolali masih harus
dilakukan perbaikan untuk mencapai pertanian berkelanjutan
{ang optmal. Dengan perbakan tafa kelola petanian padi dan

eras, maka akan mampu mendukung adaptasi dan mitigasi
perubahan ikiim, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi
sosial petani yang lebih baik.
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Diseminasi kajian riset standar budidaya beras berkelanjutan di
Kab. Klaten telah teriaksana pada tanggal 18 Juli 2024. Hasil
riset ini dvsamgalkan kerada beberapa pihak yan had\r
diantaranya Kiaten, DLH, DPUPR, DKUKI
Perekonomian, BPP. IPPHTI, POKTAN, GAPOKTAN FS
Pemerintah Desa Demak ljo.

Hasil riset menunjukkan, bahwa secara keseluruhan indeks
keberlanjutan praktk budiaya pad di Kab. Katen memperoleh
indeks sebesar 6491% dengan capaian status ~cukup
berkelanjutan. Hal ini menggambarkan bahwa petani Klaten
telah cukup baik dalam pelaksanaan praktik standar budidaya
pad IHa\ i dldasarkan Slen setidaknya terdapat tiga dimensi
g memiliki

ckonom (81,03%) kelembagaan dan kebiakan (72:58%) sosil
(68,52%), dan lingkungan (64,52%). Sementara din

masih mencapai status "kurang berkelanjutan”, yakni teknologi
(37,93%).




Praktik standar budidaya padi di Kabupaten Kiaten untuk
mencapai status keberlanjutan optimalnya, maka dibutuhkan
intervensi melalui perbaikan tata kelola terutama pada
aspek-aspek yang belum berjalan optimal. Dimensi ekonomi
sebagai pendukung peningkatan keberlanjutan  masih
mengalami kendal, terutama pada aspek permodalannya.

Pada penelitian ini, aspek permodalan berpengaruh
signifikan terhadap keberlanjutan standar budidaya padi
Demikian berpengaruhnya, maka penting untuk diutamakan.
Dalam temuan hasil penelitian, rata-rata petani di Kab. Kiaten
meniliki keterbatasan pada permodalan usahatani. Sebagian
besar permodalan petani berasal dari dana pribadi, serta
masih sedikit petani yang mampu mengakses lembaga
keuangan sebagai bantuan pembiayaan usahataninya.



Pada dasamya, petani membutuhkan teknologi dan inovasi

7209 depat membanturya dalam buddaya pad yang
efekiif dan efisien, namun tetap memerhatikan kelestarian dan
keberlanjutan_lingkungan, _ekonomi, maupun_sosial. Pada
penerapan teknolog, item pengaira basakering atau yar

dikenal altemate weting and dying (AWD) merupakan aspe
yang - berpengaruh terhadap. keberlanutan budidaya
Klaten. Sayangnya, mayoritas petani klaten (57%) belum secara
menyeluruh menerapkan _sistem _pengairain tersebut.
Dibulunkan peran- para.pihak,  baik _panyuiuh _macpun
pemerintah untuk mensosialisasikan teknologi dan inovasi
budidaya_berkelanjutan, serta membantu_petani mengatasi
hambatan dalam pengadopsian suatu teknologi
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Diseminasi kajian Standar budidaya beras berkelanjutan Kab.
Sragen telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2024, Kajian
inidisampaikan kepada_beberapa pihak seperti Biro
Perencanaan Kementerian RI, DKPP Kab. Sragen, GAPOKTAN,
PPL, BOPT, dan KTNA. Sama seperti hasil yang ditemukan di
daerah lairnya, riset menunjukkan bahwa pertanian di Ka
Sragen masin belum mendekati sempurna.

Berdasarkan riset, nilai indeks pertanian padi berkelanjutan
yang diperoleh Kab. Sragen, khususnya pada lokasi penelitian
‘mencapai 5244% yang berarti penanlsn di Kab. Sragen

o Bt adays keharsnamn, Galam mencora udelys
padi _berkelanjutan, terutama pada dimensi lingkungan dan
teknologi yang memiliki capaian indeks kurang berkelanjutan,
lebih rendah dari dimensi lainnya.



Hal yang disoroti dari temuan riset ini adalah keberlanjutan
petani dalam meningkatkan produksi padi, namun dibarengi
lengan besamya penggunaan pupuk kimia yang berbanding
terbalik dengan praktik pertanian berkelanjutan.

Hal ini disampaikan pula oleh wakil KTNA, Bapak Ngadimin
dalam forum diseminasi Kab. Sragen, “Sragen penggunaan
pupuk dan pestisida kimia masih besar karena masih mengejar
produksi padi Sragen agar tetap meningkat. Saya pun masih
mengusahakan untuk bertani dengan sistem organik melalui
penggunaan pupuk organik 25 kg untuk musim tanam
selanjutnya, Sehingga  artinya_ Sragen  dapat  berinovasi
mengurangi penggunaan pupuk kimia'.

Dampak negatf penggunaan pupuk imiafuga banyak disadar
oleh para petani. ‘Akibat penggunaan pupuk kimia yang terus

‘membuat _struktur  tanah menjadi rusak - dan
mengurangi kualitas tenah’ terang petani Sragen.



Selain itu, petani juga melaporkan bahwa _kurangnya
pengelolaah Kuaitas [afingan. igas! sohingga Kebutuhal o

Untuk sawah seringkali tidak terpenuhi, serta tidak adanya
program yang mendukung generasi petani di wilayah mereka.

Peran akif penyuluh memengaruhi prakt budidaya petani
namun keaklfamnya dianggap kurang oleh scbagian besat
pelam Sementara itu, disampaikan oleh Bapak Supriyanto dari

b. Sragen, bahwa penyuluh telah melakukan kerjanya
den?an semaksimal mungkin, namun yang menjadi kendala
adalah jumlah tenaga kerja penyuluh yang terbatas, sementara
ranah kerjanya untuk satu penyuluh dapat mewakiii hingga 15
kelompok tan

Permasalahan yang termuat ini hanya sebagian kecil dari
banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh petan. Untuk itu,
dbufian “duungan dan tndakan bersama  calam
mewjudkan pertanian padi berkelanjutan di Kab. Sragen
melalui intervensi tata kelola perberasan yang optimal.
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iseminasi_hasil riset kajian standar budidaya ber
berkelaJulan di Kabupaten Ng: telah dilakukan pada
Rabu, 17Juli 2024

Diserminas kajn divaqi olen berbagal magan pihak
JJ rti_petani, kelon "FD“ ni, di, PPK, PPL, Dinas
BUFR. dappeda, dan fainny

Hasil riset menunjukkan bahwa budidaya beras di Kabupaten
Ngawi memiliki ratarata angka indeks 60,46% yang berarti
praktek budidaya beras cukup berkelanjutan, dengan angka
indeks tertinggl dimiliki oleh dimensi ekonomi dan terendah
oleh dimensi teknologi

Secara umum, telah banyek petan Ngaui yang mengadopsi
budidaya semi organik yang menunjukkan bahwa adanya
Bonguringon delom penghundan ot besaahan Sasar ki

fan iy, sebagian besar petani juga sudeh menggunakan
benih berkualitas dan bersertifikasi. Namun, masin banyak
poinpoin yang harus diperhatikan dalam mencapai_ praki
yang berkelanjutan. Riset menemukan bahwa kondisi jaringan
Igasi dak, memadal bagi banyak petan terutama & musim
kemarau. Akses terhadap permodalan pun masih tidak merata
{ersedia untuk petani. Keberadaan KUS Juga tidak merata dan
jia ada, peran KUD/BUMDES dirasa idak optimal oleh para
pel



Diseminasi kajian menuai beberapa tanggapan dari berbagai
pihak, salah satunya engenel ketersediaan air dan irigasi

sering dengan ketergantungan petani tthadap arsawah yang
Volumenya Semakin berkurang per ahunnya

“Penggunaan air tanah perlu disempurnakan dengan aturan atau

tata ruang penggunaan air, dimana didalamnya perlu ada aturan

hukun dan jin yang disesuaikan dengan undang undang dan

uan Plz;n termasuk peratauran didalam Kawasan tertentu.”
aris,

Selain itu, petani juga berharap adanya dorongan untuk upaya
kemitraan dengan PPK, diseminasi yang lebih meluas
mengenai regenerasi petani dan pendataan petani muda dar
berbagai_komoditas, serta pendataan yang lebih akurat
mengenai ketersediaan beras nasional
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Hasil kajian standar budidaya beras berkelanjutan telah
didiseminasikan kepada para phak pada Sein, 29 Juli 2024
Kecamatan Saradan, Caruban, Madii

Diseminasi ini dihadiri oleh pihak-pihak dari berbagai lembaga
seperti BAPPERIDA, DPP, DKP, Dinas PUPR, Kelompok Tan,
PPK, POPT, IPOJI, KTNA, d\stnbutor pupuk, dan lainnya.




Hasil riset menunjukkan
bahwa pertanian yang
dilakukan di Kabupaten
Madiun memiliki angka
indeks keberlanjutan
62,61% yang menandakan
bahwa praktek pertanian
yang dilakukan sudah
cukup berkelanjutan

Kabupaten Madiun memiliki indeks tertinggi dalam segi
ekonomi, meski masih belum mendekati angka sempurna.
Sama sepert kondisi di 4 kabupaten lainnya, petani di Kab,
Madiun juga masih memiliki keterbatasan _akses
permodalan. Selain itu, temuan mengenai kemitraan juga
menuai tanggapan dari peserta diseminasi.

“Kebjkan yang disusun perl adanya kolaborasi bertagai

ihak, mulal dar bydideya, fingga pemasaran
keberlsn/utan usaha_beras dan perlu_adanya_program
Kemitraan agar petani tidak beralah sendir, Karena sclama
ini_petani bergerak sendiri. Dengan adanya_kemitraan
harapannya ada kemakmuran bagi petany dan ads kejlasan
bagaimana proses kerjasamanya.” - Suhamo, Kontak Tani
Nelayan Andalan (KTNA)




Di sisi lain, dimensi lingkungan menjadi dimensi yang
memiliki angka indeks terendah meski masih berada di
dalam kategori yang sama. Dalam prakteknya, sudah
banyak petani yang mengadaptasi pertanian semi organik,
bergeser kepada penggunaan input organik meski belum
sepenuhnya. Namun yang perlu diperhatikan lebih adalah
perolehan pupuk dan pestiida yang masih ddapat dar
toko _alifvalih _memproduksi ii. Inovasi _seperti

pestisida organik sudah tersedia namun petani memiliki
keraguan untuk menggunakan inovasi tersebut.

“Namun yang petani takuti jika menyebarluaskan
pestisida organik yang tidak meniliki jin edar
akan berususan ~ dengan _pihak ~ kepolisian.
Sedangkan untuk ijin edar membutuhkan biaya
yang fdak sedi, sehingga aknimya. petary
merasa ragu untuk melakukan budidaya sehat.”

~ Evnu, POPT




Dari tanggapan-tanggapan seperti di atas, perlu adanya
penguatan dalam kebijakan pertanian mengenai berbagai
aspek dari pertanian di Kabupaten Madiun. Pemerintah
seharusnya mendorong upaya petani dalam memprodici

pupLK dan pestisida organik dan menciptakan kebiakan
ang mendorong dan melindungi distribusi dari  input

organik.

Selain itu, peserta diseminasi juga berharap adanya
Kebjakan ] ‘mendorong kemitraan antara petani dengan
berbagal pihak sepert penggiingan dan bahkan kemiraan
antar kabupaten seningga basar yang dimilki oleh petani
menjadi lebih luas yang berdampak pada_ peningkatan
ekonomi rumah tangga petani dan penggilingan padi kecil.




Dokumen ini disusun dengan dukungan pendanaan dari Uni Eropa.
Seluruh isi dokumen ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab
Konsorsium pelaksana The Low Carbon Rice Project dan dalam keadaan
apa o P

o
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	RINGKASAN EKSEKUTIF
	Diseminasi Hasil Riset Standar Budidaya Beras Berkelanjutan di Kabupaten Boyolali
	Pada 4 Juli 2024 lalu, diseminasi kajian praktik budidaya beras berkelanjutan dilakukan oleh team KRKP di Kab. Boyolali.
	Diseminasi kajian dihadiri oleh berbagai pihak, diantaranya; dinas ketahanan pangan, dinas pertanian, dinas PSDA, asosiasi petani organik Boyolali (APOB), dan petani lokal Boyolali.
	Secara keseluruhan, praktik beras berkelanjutan di Kab. Boyolali sudah dianggap cukup berkelanjutan dengan beberapa aspek, seperti penggunaan input kimia yang perlahan mulai ditinggalkan.
	Adapun temuan lainnya adalah kurang layaknya infrastruktur yang mendukung pertanian, seperti rusaknya beberapa saluran irigasi, kurangnya upaya regenerasi petani, dan keterbatasan permodalan petani.
	Hasil Riset menunjukkan, bahwa seluruh responden petani berada di atas usia 39 tahun, dengan rentang usia 48 - 87 tahun yang menunjukkan rendahnya regenerasi petani di wilayah tersebut.
	Dalam sesi diskusi, beberapa peserta menyoroti rendahnya regenerasi petani di wilayahnya.
	"Generasi millenial butuh permainan baru. Kalau disodorkan teknologi orang tua, itu bukan teknologi, tapi barang antik. Mereka butuh pertanian yang menyenangkan dan menghasilkan cuan. Faktanya seperti itu, sedikit petani muda. Organik juga butuh teknologi". -Kris, Desa Krasak
	Hasil ini didukung pula oleh laporan BPS Kab. Boyolali, bahwa hanya sebesar 13% petani millenial yang terdapat di Kab. Boyolali. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dalam mendorong regenerasi petani, sebab berpengaruh pada pembangunan pertanian di masa depan.
	Dalam aspek permodalan, mayoritas petani (83%) memiliki permodalan yang terbatas untuk menjalankan usahatani padi. Permodalan ini diperolehnya hanya dengan dana pribadi.
	Aspek permodalan menjadi hal yang krusial, sebab dengan keterbatasan permodalan, maka seseorang akan sulit dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
	Kendala dan tantangan pertanian di Kab. Boyolali masih harus dilakukan perbaikan untuk mencapai pertanian berkelanjutan yang optimal. Dengan perbaikan tata kelola pertanian padi dan beras, maka akan mampu mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi sosial petani yang lebih baik.
	Diseminasi Hasil Riset Standar Budidaya Beras Berkelanjutan di Kabupaten Klaten
	Diseminasi kajian riset standar budidaya beras berkelanjutan di Kab. Klaten telah terlaksana pada tanggal 18 Juli 2024. Hasil riset ini disampaikan kepada beberapa pihak yang hadir, diantaranya DKPP Kab. Klaten, DLH, DPUPR, DKUKMP, Bag. Perekonomian, BPP, IPPHTI, POKTAN, GAPOKTAN, dan Pemerintah Desa Demak Ijo.
	Hasil riset menunjukkan, bahwa secara keseluruhan indeks keberlanjutan praktik budiaya padi di Kab. Klaten memperoleh indeks sebesar 64,91% dengan capaian status cukup berkelanjutan. Hal ini menggambarkan bahwa petani Klaten telah cukup baik dalam pelaksanaan praktik standar budidaya padi. Hal ini didasarkan oleh setidaknya terdapat tiga dimensi keberlanjutan yang memiliki hasil “cukup berkelanjutan” yakni ekonomi (81,03%), kelembagaan dan kebijakan (72,54%), sosial (68,52%), dan lingkungan (64,52%). Sementara dimensi lainnya masih mencapai status “kurang berkelanjutan”, yakni  teknologi (37,93%).
	Praktik standar budidaya padi di Kabupaten Klaten untuk mencapai status keberlanjutan optimalnya, maka dibutuhkan intervensi melalui perbaikan tata kelola terutama pada aspek-aspek yang belum berjalan optimal. Dimensi ekonomi sebagai pendukung peningkatan keberlanjutan masih mengalami kendala, terutama pada aspek permodalannya.
	Pada penelitian ini, aspek permodalan berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan standar budidaya padi. Demikian berpengaruhnya, maka penting untuk diutamakan. Dalam temuan hasil penelitian, rata-rata petani di Kab. Klaten memiliki keterbatasan pada permodalan usahatani. Sebagian besar permodalan petani berasal dari dana pribadi, serta masih sedikit petani yang mampu mengakses lembaga keuangan sebagai bantuan pembiayaan usahataninya.
	Pada dasarnya, petani membutuhkan teknologi dan inovasi baru yang dapat membantunya dalam budidaya padi yang efektif dan efisien, namun tetap memerhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Pada penerapan teknologi, sistem pengairan basah-kering atau yang dikenal alternate wetting and drying (AWD) merupakan aspek yang berpengaruh terhadap keberlanjutan budidaya Kab. Klaten. Sayangnya, mayoritas petani klaten (57%) belum secara menyeluruh menerapkan sistem pengairain tersebut. Dibutuhkan peran para pihak, baik penyuluh maupun pemerintah untuk mensosialisasikan teknologi dan inovasi budidaya berkelanjutan, serta membantu petani mengatasi hambatan dalam pengadopsian suatu teknologi.
	Diseminasi Hasil Riset Standar Budidaya Beras Berkelanjutan di Kabupaten sragen
	Diseminasi kajian Standar budidaya beras berkelanjutan Kab. Sragen telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2024. Kajian ini disampaikan kepada beberapa pihak seperti Biro Perencanaan Kementerian RI, DKPP Kab. Sragen, GAPOKTAN, PPL, BOPT, dan KTNA. Sama seperti hasil yang ditemukan di daerah lainnya, riset menunjukkan bahwa pertanian di Kab. Sragen masih belum mendekati sempurna.
	Berdasarkan riset, nilai indeks pertanian padi berkelanjutan yang diperoleh Kab. Sragen, khususnya pada lokasi penelitian mencapai 52,44% yang berarti pertanian di Kab. Sragen terkategorikan cukup berkelanjutan. Ini mengindikasikan bahwa masih adanya kekurangan dalam mencapai budidaya padi  berkelanjutan, terutama pada dimensi lingkungan dan teknologi yang memiliki capaian indeks kurang berkelanjutan, lebih rendah dari dimensi lainnya.
	Hal yang disoroti dari temuan riset ini adalah keberlanjutan petani dalam meningkatkan produksi padi, namun dibarengi dengan besarnya penggunaan pupuk kimia yang berbanding terbalik dengan praktik pertanian berkelanjutan.
	Hal ini disampaikan pula oleh wakil KTNA, Bapak Ngadimin dalam forum diseminasi Kab. Sragen, "Sragen penggunaan pupuk dan pestisida kimia masih besar karena masih mengejar produksi padi Sragen agar tetap meningkat. Saya pun masih mengusahakan untuk bertani dengan sistem organik melalui penggunaan pupuk organik 25 kg untuk musim tanam selanjutnya, sehingga artinya Sragen dapat berinovasi mengurangi penggunaan pupuk kimia".
	Dampak negatif penggunaan pupuk kimia juga banyak disadari oleh para petani. "Akibat penggunaan pupuk kimia yang terus menerus membuat struktur tanah menjadi rusak dan mengurangi kualitas tanah", terang petani Sragen.
	Selain itu, petani juga melaporkan bahwa kurangnya pengelolaan kualitas jaringan irigasi sehingga kebutuhan air untuk sawah seringkali tidak terpenuhi, serta tidak adanya program yang mendukung generasi petani di wilayah mereka.
	Peran aktif penyuluh memengaruhi praktik budidaya petani, namun keaktifannya dianggap kurang oleh sebagian besar petani. Sementara itu, disampaikan oleh  Bapak Supriyanto dari DKP3 Kab. Sragen, bahwa penyuluh telah melakukan kerjanya dengan semaksimal mungkin, namun yang menjadi kendala adalah jumlah tenaga kerja penyuluh yang terbatas, sementara ranah kerjanya untuk satu penyuluh dapat mewakili hingga 15 kelompok tani.
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